BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Mengingat :

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu
diatur lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tegal tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3321) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
131).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

ol e

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
Kecamatan adalah Kecarnatan dalam wilayaiq Kabupaten Tegal;

Kepala Xecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang
kepala yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;
Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang
kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di
Kabupaten Tegal;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.



BABII
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

(2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum,;
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengoordinasikan upaya  penyelenggaraan  ketentraman dan

ketertiban umum;

. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum,;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan,;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan

lain dan/atau kelurahan;

. Melaksakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten, meliputi aspek :

a.
b.
c.
d.

R otho0

i

perijinan;
rekomendasi;
koordinasi;
pembinaan;
pengawasan;
fasilitasi;

penetapan;
penyelenggaraan; dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.



(S)

(6)

(7)

(8)

(9}

(1)

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Kkriteria eksternalitas dan
efisiensi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan
Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :
a. Camat ;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Tata Pemerintahan;

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

4. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
d. Kelurahan terdiri atas :

1. Lurah

2. Sekretaris Kelurahan

3. Seksi Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

Hidup; dan

5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Camat, Sekretaris
Kecamatan, Subbagian, Lurah, Seksi pada Kecamatan, Sekretaris
Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin
oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.



(2) Seksi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertangungjawab
kepada Camat.

(3) Subbagian pada Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertangungjawab kepada Sekretaris.

(4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang
lurah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

(5) Sekretariat Kelurahan dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang
sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada lurah.

(6) Seksi pada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin
oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada lurah.

Pasal 4

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), adalah :

1. Kecamatan Margasari ;

2. Kecamatan Bumijawa ;

3. Kecamatan Bojong ;

4, Kecamatan Balapulang ;

5. Kecamatan Pagerbarang ;

6. Kecamatan Lebaksiu ;

7. Kecamatan Jatinegara ;

8. Kecamatan Kedungbanteng ;

9. Kecamatan Pangkah ;

10. Kecamatan Slawi ;

11. Kecamatan Dukuhwaru ;

12. Kecamatan Adiwerna ;

13. Kecamatan Dukuhturi ;

14. Kecamatan Talang ;

15. Kecamatan Tarub ;

16. Kecamatan Kramat ;

17. Kecamatan Suradadi ;

18. Kecamatan Warureja.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d
terdapat dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
angka 10 dan angka 16 berkedudukan sebagai Perangkat Kecamatan.

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Slawi :
1. Kelurahan Kagok;
2. Kelurahan Kudaile;
3. Kelurahan Pakembaran;
4, Kelurahan Procot;
5. Kelurahan Slawi Wetan.

b. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kramat :
1. Kelurahan Dampyak.



BAB Il
TATA KERJA

Pasal 5

(1} Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat
koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.

(2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayahnya
bersifat koordinasi teknis fungsional.

(3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
di wilayahnya bersifat koordinasi.

{(4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat -
koordinasi dan fasilitasi,

(5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhis.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IHla atau jabatan
Administrator.

(2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Iifb atau
jabatan Administrator.

{3) Kepala seksi pada kecamatan dan Lurah merupakan jabatan eselon IVa
atau jabatan Pengawas.

(4) Kepala Subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala
seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan

Pengawas.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul akibat
diterapkannya  Peraturan  Bupati, sepanjang mengenai teknis,

pelaksanaannya akan diatur tersendiri.



Pasal 8
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2020

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi

pada tanggal 2© Desember 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZA
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4© Desember 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal,

J

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 3%



BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL KECAMATAN
NOMOR %% TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CAMAT
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT
'
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN UMUM
PERENCANAAN DAN :
e i DAN KEPEGAWAIAN
i .E : { |
KELOMPOK JABATAN SEK < J
i aat SEKSI TATA SEKS| PEMBERDAYAAN S48 FERERONCIMIAN SEKS! KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA DAN EESBIAHTERAAN KETERTIBAN UMUM
RAKYAT
KETERAN LURAH
: Garis Komando
---------- : Garis Koordinasi SEKRETARIS
KELURAHAN
- Kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Slawi
dan Kecamatan Kramat
| ; i B
BEKS] FEMBANGUNAN
. § SEKSI
SEKSI TATA PEMBERDAYAAN OO =5
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN hasr.;gz]ﬁmu
INGKU ;i
LINGEUNGAN HIDUP UMI J"‘\ZIZ\AH




LAMPIRAN B PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA
CAMAT, SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA SEKSI KECAMATAN,
KEPALA SUBBAGIAN, LURAH, SEKRETARIS KELURAHAN, SEKSI PADA
KELURAHAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

KEWENANGAN :

a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

b. menyelenggarakan tugas wumum pemerintahan, yang meliputi
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan
pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

c. menyelenggarakan  koordinasi pembinaan  perekonomian  dan
kesejahteraan rakyat;

d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

1. NAMA JABATAN : CAMAT
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

a. penetapan rencana kerja;

b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;

c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah
kerjanya;

d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan

pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di

wilayah kerjanya;
e. Pengeloiaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publilk, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah
kerjanya;



f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah
kerjanya;

pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan
kecamatan;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya;

A.URAIAN TUGAS :

a.

b g

H

merumuskan dan  menetapkan  perencanaan  Kecamatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di
bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi
kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
Merumuskan kebjjakan umum dan teknis operasional di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi
kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi
kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sebagai
bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan
tugas

Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di
bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi
kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sesuai
peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatanmencapai
target yang ditetapkan;

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;

Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
umum;

Mengoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan,;
melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;

. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan
bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten vang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah Kabupaten yang ada dikecamatan;



aa.

bb.

CcC.

dd.

ce.

ff.

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan guna peningkatan
kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang pengoordinasian
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah
kerjanya agar diperoleh hasil kerja yang optimal,;

mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan
pengawasan di bidang pengoordinasian  penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;

menyelenggarakan  kerjasama dan kemitraan di  bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya di wilayah kerjanya dengan Pemerintahan Pusat,
Pemerintahan Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi
program kegiatan;

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya agar diperoleh efektifitas dan efisien pelaksanaan
kegiatan;

membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
membina pengelolaan aset kecamatan;

melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat
kecamatan;

melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait
di tingkat Kecamatan;

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten;

menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan di bidang
tugas kecamatan;

mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-
masing;

memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang tugas kecamatan;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B.TANGGUNG JAWAB :

a,
b.

ga o

Tersusunnya perencanaan Kecamatan,

Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya;

Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
prima di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau
keluarahan di wilayah kerjanya;

Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di
wilayah kerjanya;

Terbinanya Desa dan/atau kelurahan diwilayah kerjanya;
Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan kecamtan;
Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau
keluarahan di wilayah kerjanya;

Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam
pelaksanaan tugas.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokek membantu Camat
dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan
perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan
umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai
fungsi :

a.

perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/
ketatausahaan;

b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan
Kecamatan;

c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Kecamatan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan,

e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;

f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan
evaluasi penyelengaraan tugas Kecamatan,;

g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum,

h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan.

B.URAIAN TUGAS :

a. menyusunan rencana kerja;

b. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional
kesekretariatan/ketatausahaan;

c. melaksanakan pengoordinasian bahan rencana kerja Camat;

d. menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang

berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem
informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi
lain yang diberikan oleh Camat;
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mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama
(IKU), Perjanjian Kinerja (PK} dan jenis dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan vang berlakuy;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP}, Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Kecamatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan;

menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan
kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan
aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan
kunjungan tamu Kecamatan;

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai
Kecamatan;

melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;

. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan,

kepegawaian dan umum;

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
kesekretariatan/ketatausahaan serta  menyajikan  alternatif
pemecahannya;

mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
paraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.TANGGUNG JAWAB :

a.
b.

C.

tersedianya rencana kerja sekretariat;

kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja
Kecamatan;

ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/
ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis Kecamatan;
kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;

ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas sekretariat.



3. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi,
analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan
penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring,
evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan
dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.
b.
c.

d.

Hh
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penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
perencanaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;

penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis Kecamatan;

penyiapan data sebagai bahan monitoting dan evaluasi pelaksanaan
rencana kerja Kecamatan;

penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan
rencana kerja Kecamatan;

pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang Kecamatan
pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;

pelaksanaan pengelolaan keuangan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Perencanaan dan Keuangan.

B.URAIAN TUGAS :

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan
dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran peiaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program
kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian, dan kelurahan
sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menghindari kesalahan;



menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstraj,
Rencana Kerja {Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian
Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagiarn,
seksi, dan kelurghan sebagai perangkat kecamatan;

melaksanakan  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen
terintegrasi;

. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan
kelurahan sebagai perangkat kecamatan sebagai bahan penyusunan
laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK};

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan  koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Kecamatan,;
menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di
lingkungan Sekretariat, subbagian, seksi, dan kelurahan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi
keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di
bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan
bendahara di lingkungan Kecamatan;

. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna
menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban
keuangan Kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;



y. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain dari Atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. TANGGUNG JAWAB

a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan
rencana kerja;

b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
kecamatan serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan
Kecamatan,

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu  Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, rumah  tangga, perlengkapan,
perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
ketatausahaan, Kkepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
perpustakaan, humas dan protokol;
pengelolaan urusan ketatausahaan,;
pengelolaan administrasi kepegawaian;
pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan,
pengelolaan kearsipan Kecamatan,
pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan,
humas dan protokol;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
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B.URAIAN TUGAS :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;



membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan,
ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan,
kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat,
standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai
Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan
jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan
aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan
fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan ecara Elektronik
(LPSE} Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset
semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan
pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian
secara rutin dan Dberkala serta memelihara file/dokumen
kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib
administrasi kepegawaian;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat,
mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman
peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis
(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana,
akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun
penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;

mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebers1ha_n, dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih,
aman dan nyaman;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan Ilaporan dan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;



t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. TANGGUNG JAWAB

a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan
rencana kerja;

b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan
urusan umum dan kepegawaian;

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu
Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai
perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan
pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan
mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan.

B.URAIAN TUGAS :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan
Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi
berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektivitas kinerja.

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;

c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
meliputi: Kepala Desa, perangkat Desa, lembaga Desa, dan
inventarisasi kekayaan Desa dan unsur lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi
kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
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melakukan fasilitasi pembinaan dan pelayanan keagrarian;

f. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan
sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi
kelurahan;

g. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah
Desa dan/atau Keluarahan;

h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan, serta menyajikan alternatif
pemecahannya;

i. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan
memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas
terlaksana sebagaimana mestinya;

j- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung
pelaksanaan tugas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

1. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan
Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

m. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPdJ,
LPPD, dan laporan kedinasan lainnva di bidang ketugasan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan
instansi;

n. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan
produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

0. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang
ketugasan,;

p- Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk
keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

q- Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan
rencana yang akan datang;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang

tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. TANGGUNG JAWAB :

a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

b. ketersedinan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai
perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;

¢c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan
kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan
yang membawahi kelurahan

e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa;



f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Tata Pemerintahan.
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6. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
pokock membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B.URAIAN TUGAS :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi
berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektivitas kinerja.

b. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan
perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan
Satuan Polisi Pamong Praja;

c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

e. melakukan fasilitasi pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan
organisasi kemasyarakatan;

f. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah
Desa dan/atau Keluarahan,;

g. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta
menyajikan alternatif pemecahannya;

h. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan
memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas
terlaksana sebagaimana mestinya;

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
mendukung pelaksanaan Kkegiatan kedinasan untuk mendukung
pelaksanaan tugas;



menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan
Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj}, LKPJ,
LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan
instansi;

. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan

produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang
ketugasan;

Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk
keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan
rencana yang akan dating;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.TANGGUNG JAWAB :

a.
b.

kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
ketentraman dan ketertiban umum;

kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan,

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas
Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

B.URAIAN TUGAS :

a.

Menyusun rencana Kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi
berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanhaan tugas;
Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;

Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektivitas kinerja.

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan;

melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja
pemerintah maupun swasta;

melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengendalian
pembangunan;

melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan Desa;
melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan
hidup;

. melaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharagn prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta
lingkungan hidup;

melaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta
lingkungan hidup;

melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah
Desa dan/atau Keluarahan;

Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta
menyajikan alternatif pemecahannya;

Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan
memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas
terlaksana sebagaimana mestinya;

. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan
Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan,;
Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ,
LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan
instansi;

Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan
produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;



r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang
ketugasan;

s. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk
keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

t. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan
rencana yang akan dating;

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.TANGGUNG JAWAB :

a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan
masyarakat dan Desa;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Desa;

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan
perekonomian dan kesejahteraan rakyat,
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas
Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat.

B.URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana kerja Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada
untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi
berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

¢. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektivitas kinerja.

b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi dan
distribusi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan
dan kehutanan,;

c. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perindustrian,
perdagangan, perkoperasian dan usaha kecil menengah;



melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perbankan,
perkreditan dan penaman modal;

melakukan koordinasi peningkatan kelancaran sarana dan
prasarana perekonomian;

melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan urusan pendidikan,
kebudayaan, keagamaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, kepemudaan dan olah raga;

melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pelayanan bantuan
sosial dan bencana alam,;

melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah
Desa dan/atau Keluarahan;

Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta
menyajikan alternatif pemecahannya;

Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan
memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas
terlaksana sebagaimana mestinya;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP} kegiatan Seksi untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan

Seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj}, LKPJ,
LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan
instansi;

Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan
produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang
ketugasan;

Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk
keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan
rencana yang akan dating;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang
tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.TANGGUNG JAWAB :

a.
b.

C.

kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas
pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.



9. NAMA JABATAN : LURAH
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Lurah mempunyai tugas pokok membantu camat dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan

memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lurah mempunyai fungsi :

a. penetapan usulan rencana kerja;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan
di tingkat Kelurahan;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

d. pembinaan pengelolaan kesekretariatan Kelurahan;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Kelurahan.

B.URAIAN TUGAS :

menetapkan usulan rencana kerja;

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi Kelurahan;

memberdayakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

pembangunan, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum;

e. melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
dan lingkungan hidup;

f. melakukan urusan kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembaga

kemasyarakatan;

melakukan pembinaan pengelolaan kesekretariatan Kelurahan;

menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang

berhubungan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

j- memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

k. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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C.TANGGUNG JAWAB :

a. kebenaran dan ketepatan usulan rencana kerja;

b. ketepatan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi
Kelurahan,;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan penyelenggaraan fungsi Kelurahan;

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

I. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Kelurahan.



1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KELURAHAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam
melakukan pengoordinasian penyiapan bahan usulan penyusunan
perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan
umum, dan pengeordinasian penyelenggaraan tugas kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai
fungsi :

a.

b.

o

o o

penyiapan bahan dan pengoordinasian usulan penyusunan draf
rencana kerja;

penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
urusan kesekretariatan Kelurahan,;

pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan
keuangan;

pengkoordinasian pengelolaan dan penatausahaan aset Kelurahan;
pengkoordiansisan pengelolaan kearsipan Kelurahan;

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan kelurahan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sekretariat Kelurahan.

B.URAIAN TUGAS :

a.

b.

0

melakukan penyiapan bahan dan pengoordinasian usulan
penyusunan draf rencana kerja;

melakukan pengolahan dan penelaahan data serta penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pengelolaan kesekretariatan
kelurahan;

melakukan urusan ketatausahaan kelurahan;

melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan,
humas dan protokol;

melakukan koordinasi urusan keuangan dan administrasi
kepegawaian,;

melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan kelurahan;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat
serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh
masing-masing seksi.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
kesekretariatan kelurahan, dan menyajikan alternatif
pemecahannya;

mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai proporsi masing-masing;

memberikan motivasi dan penilaian pada bawahan guna
meningkatkan dedikasi dan loyalitas bawahan;

melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

C.TANGGUNG JAWAB :

a.
b.

[+

kebenaran dan ketepatan draf usualan rencana kerja;

ketepatan bahan  perumusan  kebijakan  teknis  bidang
kesekretariatan Kelurahan;

kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan
pelayanan kesekretariatan Kelurahan;

ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;



f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Sekretariat Kelurahan.

2. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu
Lurah dalam melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tata Pemerintahan
mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan.

B. URAIAN TUGAS :
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan penyusunan rencana kerja;
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kelurahan,;

c. melakukan pengelolaan urusan pemerintahan;

d. melakukan pengelolaan administrasi kependudukan;

e. melakukan pengelolaan administrasi keagrariaan;

f. melakukan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan {PBB) dan penyelenggaraan Pemilu;

a. melakukan pembinaan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan .
Masyarakat Kelurahan atau dengan sebutan lain;

b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c. melakukan pelayanan pemberian rekomendasi perijinan;

d. membantu upaya penegakan peraturan daerah;

e. melakukan koordinasi dan menggerakkan potensi Perlindungan
Masyarakat {Linmas);

f. melakukan fasilitasi dan mediasi Tri Kerukunan Beragama dan

Partai Politik (Parpol);

g. melakukan pengawasan dan pengadministrasian data eks. G 30 S/
PKT;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Tata Pemerintahan untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

i, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, serta
menyajikan alternatif pemecahannya;

i. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; .

k. memberikan motivasi dan penilaian pada bawahan guna
meningkatkan dedikasi dan loyalitas bawahan;

1. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas,

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



C.TANGGUNG JAWAB :

a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

b. kebenaran data dan ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat
kelurahan,;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas, dan pelayanan
urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat
Kelurahan;

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan,;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Tata Pemerintahan.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam
melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja
dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi
melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, - pengoordinasian, pembinaarn,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
dan Lingkungan Hidup.

B.URAIAN TUGAS :

a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan penyusunan rencana kerja;

b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis urusan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat
kelurahan;

c. melakukan upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
dalam pembangunan dan melaksanakan pembinaan pemeliharaan
hasii-hasil pembangunan;

d. melakukan koordinasi dan membantu pembinaan perekonomian,
pemberdayaan masyarakat, perkoperasian, pengusaha golongan
ekonomi lemah, perindustrian dan perdagangan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan kebersihan, keindahan,
sanitasi lingkungan serta sarana prasarana fisik lingkungan hidup;

f. melakukan pelayanan urusan perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat;

g. melakukan pembinaan ketenagakerjaan, perburuhan dan
transmigrasi;



h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup,
serta menyajikan alternatif pemecahannya;

j- mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

k. memberikan motivasi dan penilaian pada bawahan guna
meningkatkan dedikasi dan loyalitas bawahan,;

1. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

m. melakukan tugas lain yvang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

C.TANGGUNG JAWAB :

a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;

b. Lkebenaran data dan ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis
urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan
hidup di tingkat kelurahan;

c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan
urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan
hidup di tingkat kelurahan;

d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan;

e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan Hidup.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Kesgjahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu
Lurah dalam melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
urusan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial

B.URAJAN TUGAS :
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan penyusunan rencana kerja;
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis urusan kesejahteraan sosial di
tingkat kelurahan;



melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan,
kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan dan kebudayaan;
melakukan koordinasi penanganan masalah sosial masyarakat;
melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi
pernikahan;

melakukan pembinaan terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi sosial
kemasyarakatan lainnya;

melakukan koordinasi penanganan masyarakat korban bencana
alam dan atau bencana sosial;

melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan zakat, infaq
dan shodaqoh;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP} kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik.

menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
kesejahteraan sosial, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai proporsi masing-masing;

memberikan motivasi dan penilaian pada bawahan guna
meningkatkan dedikasi dan loyalitas bawahan;

. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.TANGGUNG JAWAB :

a.
b.

kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
kebenaran data dan ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis
urusan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan;

kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan
urusan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan;

ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada
bawahan,;

kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi Kesejahteraan Sosial.

5. NAMA JABATAN : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu
Camat dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi
Kecamatan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit
Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional
mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.



TATA KERJA

4.

b.

Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala
Seksi, Kepala Subbagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada
Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugas pokok masing-masing;

Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Subbagian, Lurah,
Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang
membawahi kelurahan) bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan  bawahan masing-masing serta memberikan
bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Subbagian, Lurah,
Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang
membawahi kelurahan) wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Kelompok  Jabatan  Fungsional dalam  melaksanakan  tugas
bertanggungjawab kepada Camat dan berkoordinasi dengan Sekretaris
Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Lurah, Sekretaris
Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan (untuk kecamatan yang
membawahi kelurahan) di lingkungan Kecamatan.

Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala
Seksi Kepala Subbagian, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada
Kelurahan (untuk kecamatan yang membawahi kelurahan) dari bawahan
di lingkungan Kecamatan wajib diolah dan dijadikan bahan dalam
memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan
kinerja satuan organisasi, dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan di tingkat Kecamatan;

Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten
bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, sedangkan
dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis
fungsional;

Hubungan kerja Kecamatan dengan UPT Dinas/Badan di wilayahnya
bersifat koordinasi;

hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhi karena
kelurahan merupakan perangkat Kecamatan bagi kecamatan yang
membawahi kelurahan.

Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat
koordinasi dan fasilitasi,

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH



